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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusunan 
Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2023 ini dapat selesai 
sesuai dengan yang di harapkan. Shalawat serta salam selalu 
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 
dan semoga kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya, 

Amiin. 

Dalam penyusunan Profil Kesehatan ini tentunya hambatan 
selalu mengiringi, namun atas bantuan dan kerja sama 
segenap pengelola program baik Provinsi dan 
Kabupaten/Kota serta bimbingan dari pimpinan akhirnya 
semua hambatan dalam penyusunan profil ini dapat teratasi, 
untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih atasnya. 

Dinas Provinsi Riau telah melakukan banyak upaya agar data 
dan informasi yang disajikan pada Profil Kesehatan Provinsi 
Riau dapat hadir lebih cepat dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya.  

Saya sangat berharap dengan hadirnya Profil Kesehatan Provinsi Riau 2023 ini, kebutuhan 
terhadap data dan informasi kesehatan di semua lini, baik Institusi Pemerintah, Institusi 
Swasta, Organisasi Profesi, Mahasiswa dan Kelompok Masyarakat lainnya dapat terpenuhi 
dengan baik. Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam 
mengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di Provinsi maupun di 
Kabupaten/Kota yang berguna bagi perencanaan program pembangunan kesehatan 
berikutnya. 

Semoga profil ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya 
untuk para pembaca dan tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyusunan profil ini 
terdapat banyak kesalahan baik dalam kata ataupun isi secara keseluruhan. Kami sadar 
bahwa dalam profil ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat 
kami harapkan demi kebaikan penyusunan profil kedepan. 

 

Pekanbaru,     Juni 2024 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau 

 

 

drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han 
Pembina Tk.I / (IV/b) 
NIP. 19770812 200501 1 004 
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BAB I DEMOGRAFI 

 

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI 

Provinsi Riau secara geografis terletak pada jalur yang sangat strategis baik 

pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur 

perdagangan Regional dan Internasional. Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 

87.023,66 km2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai 

dengan Selat Malaka, terletak antara 01o05'00’’ Lintang Selatan 

sampai 02o25'00’’ Lintang Utara atau antara 100o00'00’’ Bujur Timur-

105o05'00’’ Bujur Timur. 

Batas-batas daerah Riau adalah: 

Sebelah Utara  : Selat Malaka & Provinsi Sumatera Utara 

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi & Provinsi Sumatera Barat 

Sebelah Timur  : Provinsi Kepulauan Riau & Selat Malaka 

Sebelah Barat  : Provinsi Sumatera Barat & Provinsi Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari posisi ini kelihatan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4  

(empat)  Provinsi  lainnya, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi 

dan  Kepulauan  Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) 

negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru 
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akan memberikan keuntungan bagi Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan 

setiap peluang yang ada.  

Secara administratif, Provinsi Riau dibagi atas daerah-daerah kabupaten/kota. 

Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas 

kelurahan dan/desa.  

 

1. Luas Wilayah 

Provinsi Riau merupakan daerah kepulauan yang dengan luas wilayah 

89.935,896 km2, dan merupakan Provinsi yang memiliki luas wilayah ke dua di 

Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan. Dan Kabupaten Indragiri Hilir 

merupakan Kabupaten yang terluas 13.521,263 km2 diikuti oleh Kabupaten 

Pelalawan seluas 13.262,113 km2 dan Kabupaten Kampar 10.352,803. Dan 

Kabupaten/Kota yang luas wilayahnya terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan 

luas wilayah 638,331 km2. dikuti Kota Dumai  2.059,613 km2. dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti 3.623,558 km2. Gambaran luas wilayah Provinsi Riau 

berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat dari gambar dibawah ini.  

Gambar 1. 1 Luas Wilayah Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (Kilometer Persegi) 

 

2. Jumlah Desa/Kelurahan 

Secara administratif Provinsi Riau terbagi menjadi  10 Kabupaten dan 2 Kota 

dengan Kecamatan 172 Kecamatan meliputi Desa / Kelurahan 1.867 

Desa/Kelurahan (1592 desa, 275 kelurahan) dimana Kabupaten Kampar dengan 

kecamatan terbanyak (21 kecamatan) dan Kabupaten Kampar dengan Kelurahan 
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/ Desa terbanyak (250 kelurahan/Desa). Sedangkan Kota Dumai dengan 

kecamatan paling sedikit  (7 kecamatan) dengan Kelurahan/Desa (36 kelurahan).  

 

B. KEPENDUDUKAN 

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 

Hasil proyeksi penduduk Indonesia Sensus 2023  memperlihatkan 

perbedaan komposisi penduduk Provinsi Riau berdasarkan gender yaitu terdiri 

dari 3.396.383 laki-laki dan 3.246.491 perempuan. Berdasarkan Gambar  dibawah 

ini dapat dilihat bentuk piramida penduduk Provinsi Riau masih bertipe ekspansif, 

di mana penduduk muda menunjukkan proporsi yang besar dan kecilnya proporsi 

penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi (bagian tengah 

cembung). Sedangkan badan piramida yang besar, menunjukkan jumlah 

penduduk usia kerja/usia produktif yang besar.  

Gambar 1. 2 Piramida Penduduk Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Jumlah penduduk terbesar berada di kelompok umur 5 - 9 tahun berjumlah 

sekitar 9% dari jumlah penduduk diikuti kelompok umur 0 – 4  tahun dan kelompok 

umur 10 - 14 tahun. Sementara kelompok umur yang paling sedikit umur 75+ 

sekitar  1 % dari jumlah penduduk. 
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2. Kepadatan Penduduk/km2 

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu wilayah, 

tetapi di sisi lain penduduk juga dapat menjadi suatu beban bagi wilayah itu untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan 

menyebabkan berbagai masalah yang dapat menghambat pembangunan. Laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan dapat menimbulkan 

masalah-masalah terutama yang menyangkut tentang penyediaan berbagai 

kebutuhan, termasuk juga di dalamnya pendidikan, kesehatan dan penyediaan 

lapangan pekerjaan.  

Wilayah Provinsi Riau semakin padat penduduk, hal ini dibuktikan dengan 

semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil Sensus 

Penduduk pada Tahun 2000 kepadatan penduduk Provinsi Riau sebesar 43 jiwa 

per kilometer persegi dan angka ini meningkat terus hingga mencapai 74 jiwa per 

kilometer persegi pada tahun 2023. 

Sedangkan Penyebaran penduduk di Provinsi Riau tidak merata, sebagian 

besar penduduk Provinsi Riau bertempat tinggal di kota Pekanbaru 1.592,2 

jiwa/km2 mengingat Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, kota ke 

dua yang memiliki penduduk yang padat adalah Kota Dumai 160 jiwa/km2 sebagai 

kota pelabuhan dan penghasil minyak bumi dan selanjut kabupaten Kampar 85 

jiwa/km2 yang berbatasan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan daerah yang 

penduduknya sangat jarang adalah Kabupaten Pelalawan 31 jiwa/km2 dan 

Kabupaten Indragiri Hilir 50 jiwa/km2 dan Kabupaten Kep. Meranti 58 jiwa/km2 .  

Untuk melihat gambaran kepadatan penduduk di Provinsi lihat dapat dilihat 

dari grafik dibawah ini.  
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Gambar 1. 3 Kepadatan Penduduk / KM2  Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Masalah kependudukan lainnya adalah persebaran penduduk yang tidak 

merata. Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh berbagai hal 

antara lain letak geografis, iklim/cuaca, tingkat kesuburan tanah, pusat kegiatan 

penduduk dan faktor sosial budaya atau adat istiadat wilayah setempat.  

Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai 

masalah seperti meningkatnya jumlah pengangguran, munculnya permasalahan 

kebutuhan lahan untuk pemukiman, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan 

yang tidak memadai serta masalah-masalah sosial lainnya. 

 

3. Rasio Beban Tanggungan 

Pengelompokkan penduduk dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-

masalah di bidang kependudukan. Usia produktif itu sendiri adalah penduduk pada 

kelompok usia 15-64 tahun (disebut juga penduduk usia kerja) yang dapat masuk 

ke pasar kerja dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok 

usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan penduduk 

usia kerja) yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Tingginya persentase penduduk usia produktif merupakan potensi 

sumber daya manusia bagi Provinsi Riau. Perbandingan jumlah penduduk usia 

tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif ini menunjukkan rasio 

beban tanggungan.  
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Struktur umur penduduk Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk usia 

produktif dan Struktur penduduk tersebut mempengaruhi angka beban 

ketergantungan (dependency ratio) Provinsi Riau. Pada periode 2018-2023, 

angka beban tanggungan (dependency ratio) di Provinsi Riau terus mengalami 

penurunan dimana tahun 2018 (50,1) turun menjadi 2023 (46). ini artinya setiap 

100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 46 penduduk usia 

tidak produktif. Hal ini menunjukkan Provinsi Riau mengalami era bonus 

demografi. Bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau angka 

beban ketergantungan di bawah.  

Gambar 1. 4 Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

4. Rasio Jenis Kelamin 

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas penduduk laki-

laki dan perempuan disebut rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis kelamin 

penduduk Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 105. Ini berarti bahwa dari setiap 100 

penduduk perempuan ada sekitar 105 penduduk laki-laki atau dengan kata lain, 

jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak dari jumlah penduduk 

perempuan.  

 

Berikut adalah gambaran rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur di tahun 

2023. 
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Gambar 1. 5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Riau Tahun 2023 

 

 Gambar 1. 6 Rasio Jenis Kelamin Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

5. Pendidikan  

Pada tahun 2021 ini  penduduk Provinsi Riau memiliki ijazah tertinggi pada 

tingkat SMA/MA  sebesar 29,55. Sedangkan pada tahun 2021 penduduk yang 

memiliki ijazah tertinggi adalah tamat Sekolah Dasar sebesar 24,10. Ini artinya 

penduduk Provinsi Riau yang berpendidikan Sekolah dasar semakin tahun 

berkurang dan hal sangat baik untuk pembangunan Provinsi Riau.  Sedangkan 

penduduk yang memiliki ijazah tertinggi Diploma atau lulusan Universitas tahun 

2021 sebesar  8,59 Sedangkan untuk persentase tingkat pendidikan tertinggi yang 

dimiliki oleh penduduk Riau bisa dilihat pada gambar dibawah ini.  
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Gambar 1. 7 Persentase Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Provinsi Riau Tahun 2021 

  

Angka Harapan Lama Sekolah (Expexted Years of Schooling - EYS) 

didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak 

umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Riau 

berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yaitu 13,28 tahun dan rata-

rata lama sekolah 9,19. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal 

positif bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Ini artinya 

anak-anak sekolah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka 

hingga lulus SMA atau D1. 

Akan tetapi, masih ada sebagian penduduk yang belum merasakan lamanya 

sekolah sesuai angka Harapan Lama Sekolah tersebut yang ditandai dengan tidak 

memiliki ijazah SD sebanyak 10,04 % penduduk. Untuk jelasnya gambaran 

penduduk Riau dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 Gambar 1. 8 Penduduk Yang Tidak Memiliki Ijazah SD Provinsi Riau Tahun 2017 - 2021 
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Sedangkan untuk penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi Riau 

pada tahun 2021 sebesar 8,59. Penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi 

Riau sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan dimana  pada  tahun  2017 

sebesar 7,1 dan pada tahun 2021 sebesar 8,59. Ini artinya penduduk Provinsi Riau 

sudah memahami bahwa pendidikan itu penting, ditandai dengan adanya 

peningkatan penduduk yang telah menamatkan Pendidikan Universitas. 

Gambaran penduduk yang memiliki ijazah sarjana selama 5 (lima) tahun 2017 - 

2021 di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 

Gambar 1. 9 Penduduk Yang Memiliki Ijazah Sarjana Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021 

 

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidik an berarti akan 

membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang 

kehidupan.  Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan 

meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Manusia yang berpendidikan akan lebih 

memperhatikan tingkat kesehatan agar bisa hidup lebih lama. Tidak hanya itu, 

manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan 

dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting 

sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.  
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BAB II SARANA KESEHATAN 

 

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan 

sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang diulas pada bagian ini berasal dari fasilitas 

pelayanan kesehatan yang terdiri dari: Puskesmas, Rumah Sakit, dan Upaya 

Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah 

tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

kepada perorangan ataupun masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

 

A. SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN / PENGELOLA 

1. Rumah Sakit 

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotive dan 

preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan 

rehabilitative. Rumah Sakit (RS) merupakan pelayanan kesehatan pada 

masyarakat yang utamanya menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitative. 

Rumah Sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Tugas 

Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna, diklat, dapat 

juga melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan. 

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 - 2023) jumlah Rumah Sakit baik 

yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami 

peningkatan terus setiap tahunnya, dimana tahun 2023 terdapat 79 Rumah Sakit 

meningkat dibandingkan tahun 2022 ( 76 Rumah Sakit). Perkembangan Rumah 

Sakit di Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun (2018 -2023) mengalami 

peningkatan. Untuk Rumah Sakit Swasta di Provinsi Riau terus mengalami 

perkembangan khususnya di Kota Pekanbaru, hal ini seiring dengan 

perkembangan Kota Pekanbaru. Jumlah   Rumah Sakit  di  Kota Pekanbaru sangat 

jauh perbandingannya dengan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Riau. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar di 

bawah ini.  
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Gambar 2. 1 Jumlah Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Rumah Sakit Publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Kementerian lain 

serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah 

Rumah Sakit Publik di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2023 sebanyak 24 unit. 

Berbeda dengan Rumah Sakit publik, Rumah Sakit privat dikelola oleh BUMN dan 

swasta (perorangan, perusahaan & swasta lainnya). Pada tahun 2023 terdapat 55 

unit Rumah Sakit privat di Provinsi Riau. Rumah Sakit publik maupun privat 

menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2019 s.d 2023 seperti yang disajikan 

pada gambar dibawah ini.  

Gambar 2. 2 Perkembangan Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Bila Rumah Sakit dikelompokan berdasarkan dua kategori maka di tahun 

2022 Rumah Sakit  umum ada sebanyak 82,3% (65 Rumah Sakit) sedangkan 

untuk Rumah Sakit khusus sebanyak 17,7% (14 Rumah Sakit) yang tersebar 

diseluruh Provinsi Riau. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan 

menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum 
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adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang 

dan jenis penyakit, sedangkan Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang 

memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu 

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan 

lainnya. Perbandingan antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di 

Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :  

Gambar 2. 3 Persentase Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Kemudian bila dilihat Rumah sakit berdasarkan type, Diagram dibawah ini 

menyajikan tentang tipe Rumah Sakit berdasarkan fasilitas kesehatan dan 

kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang membuat rumah sakit terbagi menjadi 4 tipe yakni tipe A, tipe B, 

tipe C, dan tipe D. Tahun 2023 dari seluruh jumlah Rumah Sakit yang ada di 

Provinsi Riau yang berjumlah 79 rumah sakit, tipe D sebanyak 25 RS (32%), tipe 

C sebanyak 46 RS (58%), tipe B sebanyak 6 RS (8%), tipe A sebanyak 2 RS (3%). 

Untuk lebih jelasnya pembagian RS berdasarkan tipe dapat dilihat dari grafik 

dibawah ini. 
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Gambar 2. 4 Persentase Rumah Sakit Berdasarkan Tipe Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Penyebaran Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2023 terbanyak 

berada di Kota Pekanbaru sebanyak 31 RS  (39%) kemudian diikuti oleh 

Kabupaten Kampar sebanyak 8 RS (10%) dan kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir masing-masing sebanyak 6 RS (8%). 

Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling sedikit 

1 RS (1%). Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Siak masing-masing 3 

RS. Penyebaran Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini.  

Gambar 2. 5 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 

 

 

Sedangkan untuk jumlah dan rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap 

penduduk dapat menggambarkan kemampuan Rumah Sakit tersebut dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam hal daya 
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tampung pasien rawat inap yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan. 

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur 

terhadap 1.000 penduduk.  

Gambaran Rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2023 

sebesar 1,32 per1000 penduduk, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 

sebesar 1,15 per1000 penduduk dan tahun 2021 ( 1,13 per 1.000 penduduk). 

Grafik dibawah ini menyajikan rasio tempat tidur per 1.000 penduduk di Rumah 

Sakit Provinsi Riau kurun waktu lima tahun yakni pada tahun 2019 - 2023. 

Gambar 2. 6 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Meskipun secara Provinsi rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk 

tahun 2023 sebesar 1,32 per 1.000 penduduk mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya, ini artinya penambahan tempat tidur RS di 

Provinsi Riau tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dimana targetnya 

ketersediaan tempat tidur RS 1 per 100.000 penduduk. 

Sedangkan dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau sudah  8 

kabupaten/kota yang rasio tempat tidur Rumah sakit telah dibawah 1 per1000 

penduduk yakni Kabupaten Indragiri Hilir (0,51 per1000 penduduk), Kabupaten 

Kuantan Sengingi (0,54 per1000 penduduk), Kabupaten Siak ( 0,55 per1000 

penduduk), Kabupaten kampar (0,57 per1000 penduduk), Kabupaten Kep. Meranti 

(0,66 per1000 penduduk), Kabupaten Rokan Hilir (0,71 per1000 penduduk), 

Kabupaten Indragiri Hulu (0,79 per1000 penduduk) dan Kabupaten Rokan Hulu 

(0,82 per1000 penduduk). 

Sedangkan rasio yang tinggi  di Kota Pekanbaru yang mencapai 4,15 per1000 

penduduk. Tingginya rasio di Kota Pekanbaru ini disebabkan pertumbuhan 
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penduduk di Kota Pekanbaru masih jauh dibandingkan penambahan jumlah 

Rumah Sakit, meskipun akhir-akhir ini  di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi 

penambahan Rumah Sakit cukup cepat. 

Untuk lebih jelasnya gambaran rasio tempat tidur di Kabupaten/Kota Provinsi Riau 

Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

Gambar 2. 7 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi 
Riau Tahun 2023 

 

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat 

diakses masyarakat merupakan sarana kesehatan yang telah mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan 

dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan 

pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk 

segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dengan Resusitasi 

Jantung Paru Otak (Cardio–Pulmonary–Cebral– Resucitation) agar kerusakan 

organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan 

menggunakan Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support/BLS) dan Bantuan Hidup 

Lanjut (ALS).  

Sarana kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah bersalin, 

puskesmas, dan Rumah Sakit baik Rumah Sakit umum, jiwa maupun khusus. 

Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses 

masyarakat. Untuk Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I Rumah Sakit (RS) 

di Provinsi Riau Tahun 2023 telah mencapai 100% baik Rumah Sakit khusus 

maupun Rumah Sakit umum. 
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2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka 

mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, 

puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat 

pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. 

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya 

kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan 

memulihkan kesehatan perseorangan. 

Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau sampai dengan Bulan Desember 2023 

sebanyak 239 unit yang sudah teregistrasi. Jumlah tersebut terdiri dari 118 unit 

puskesmas rawat inap dan 121 unit puskesmas non rawat inap dapat dilihat pada 

gambar berikut .  

Gambar 2. 8 Jumlah Total Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Provinsi Riau 
Thaun 2019 - 2023 

 

Gambar grafik diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah 

Puskesmas di Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 

Peningkatan jumlah Puskesmas ini tidak mengindikasikan  secara langsung 

seberapa baik keberadaan Puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan primer di masyarakat.  Perkembangan Puskesmas di Provinsi Riau 
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dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2019 – 2023 

memperlihatkan bahwa jumlah Puskesmas non rawat inap (121 unit)  lebih besar 

dari jumlah Puskesmas rawat inap (118 unit).  

Gambar 2. 9 Puskesmas Teregistrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022 - 2023 

 

Bila dilihat dari gambar diatas, untuk penyebaran Puskesmas di 

kabupaten/kota Provinsi Riau pada tahun 2023 maka Kabupaten Kampar 

merupakan kabupaten yang memiliki jumlah paling banyak Puskesmasnya yakni 

sebanyak 31 unit, diikuti  oleh  Kabupaten  Indragiri  Hilir  sebanyak 30 Unit 

Puskesmas  dan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 25 unit. Sedangkan untuk 

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah paling sedikit Puskesmasnya adalah 

Kabupaten Kep. Meranti dan kota Dumai masing-masing memiliki 10 unit.  

Untuk indikator yang mampu menggambarkan secara kasar kemampuan 

Puskesmas dalam mencukupkan kebutuhan pelayanan kesehatan primer 

terhadap masyarakat adalah Rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Bila 

diperhatikan secara Provinsi rasio Puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 

2023 sebesar 1,08 per30.000 penduduk rasio ini meningkat dibandingkan dengan 

tahun 2022 sebesar 0,99 per30.000 penduduk, ini artinya 1 Pukesmas melakukan 

pelayanan kesehatan kepada  30.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2023 dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini.  
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Gambar 2. 10 Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 

 

Meskipun rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Riau 

capaiannya sudah melewati 1, namun ada 7 (lima)  kabupaten/kota di telah 

melebihi seperti kabupaten Kuantan Singingi sebesar 2,2 per 30.000 penduduk 

sebagai rasio tertinggi di Provinsi Riau, diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti 1,42 

per 30.000 penduduk dan Kabupaten Indragiri Hilir 1,33 per 30.000 penduduk.  

Sedangkan Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki rasio 

terendah sebesar 0,62 per 30.000 penduduk, hal ini disebabkan jumlah penduduk 

Kota Pekanbaru yang cukup banyak, selanjutnya Kota Dumai 0,91 per 30.000 

penduduk dan Kabupaten Siak 0,94 per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 

30.000 penduduk ini masih belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya 

tentang aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang 

diberikan oleh Puskesmas. untuk melihat rasio Puskesmas per 30.000 penduduk 

Kabupaten/Kota  Provinsi Riau tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :  

Gambar 2. 11 Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 
2023 
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Angka rasio pada grafik diatas menunjukkan bahwa satu Puskesmas rata-

rata memberikan pelayanan kesehatan kepada 30.000 penduduk. Dan saat ini 

masih ada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melayani lebih dari 30.000 

penduduk karena rasio Puskesmasnya masih kurang dari 1. Untuk mengatasi hal 

tersebut dimungkinkan untuk diadakan penambahan Puskesmas, meskipun di 

tujuh Kabupaten/Kota tersebut banyak fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, 

namun yang perlu mendapat perhatian adalah fungsi Puskesmas sebagai 

penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat di 

wilayah kerjanya.  

Sedangkan untuk rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau  

adalah sebesar 3,52. Ini artinya untuk 100.000 penduduk di Provinsi Riau dilayani 

sekitar 3 puskesmas. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau 

terus mengalami penurunan selama 5 tahun dimana sejak tahun 2018 (3,17 per 

100.000 penduduk) sampai tahun 2023 ( 3,52 per 100.000 penduduk) mengalami 

peningkatan. Rasio Puskesmas dalam 5 tahun (2018-2023) dapat dilihat dari 

grafik dibawah ini. 

Gambar 2. 12 Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Dalam meningkatkan upaya mutu pelayanan kesehatan masyarakat di 

Puskesmas, sudah ada beberapa Puskesmas yang telah ditingkatkan statusnya 

dimana awalnya Puskesmas tersebut non  perawatan menjadi Puskesmas 

perawatan. Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan tidak hanya 

mengutamakan upaya kuratif tetapi juga tetap menyelenggarakan upaya 

promotif, preventif, dan rehabilatif yang telah terbukti mempunyai daya ungkit 

yang lebih besar terhadap derajat kesehatan masyarakat, bila diselenggarakan 
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secara baik, melibatkan secara aktif masyarakat, konsisten, dan 

berkesinambungan. Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dan non 

perawatan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2023 dapat di lihat pada 

gambar di bawah ini. 

Gambar 2. 13 Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 
2023 

 

Pada grafik diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang 

memiliki jumlah terbanyak Puskesmas Rawat Inap tahun 2023 ada di kabupaten 

Indragiri Hilir sebanyak 26 Puskesmas bertambah 1 di bandingkan tahun 2022 ( 

25 Puskesmas ) dan jumlah terendah di Kota Dumai sebanyak 3 unit Puskesmas. 

Sedangkan  Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang memiliki jumlah terbanyak 

Puskesmas Non Rawat Inap tahun 2023 ada di Kabupaten Kampar sebanyak 23 

unit Puskesmas dan jumlah terendahnya di Kabupaten Kepulauan Meranti 

sebanyak 3 unit Puskesmas. 

Dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan secara merata dan bermutu, 

ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Untuk itu 

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, 

Puskesmas juga dibantu oleh satu atau beberapa Puskesmas Pembantu dan 

Puskesmas Keliling.  

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang 

sederhana dan berfungsi untuk menunjang serta membantu memperluas 

jangkauan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Jenis dan kualitas 

upaya pelayanan kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan 

tenaga dan sarana yang tersedia di Pustu. 
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Puskesmas keliling adalah Puskesmas yang melayani masyarakat dengan 

mendatangi daerah tertentu untuk membantu penderita yang tidak dapat 

mengunjungi puskesmas induk atau puskesmas pembantu. Kegiatan puskesmas 

keliling bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang 

berhubungan dengan promotif dan preventif. Selain itu puskesmas keliling juga 

bertujuan untuk melakukan monitoring pelayanan petugas puskesmas pembantu 

sehingga dapat berjalan lebih optimal.  

Adapun agenda kegiatan saat pelaksanaan puskesmas keliling antara lain 

Penyuluhan-penyuluhan, pelatihan kader posyandu baik posyandu balita maupun 

posyandu lansia, Kemitraan bidan dan dukun, Kelas ibu hamil, UKS, desa Siaga 

dan kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan kampung yang akan dikunjungi. 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling sangat berperan 

penting dalam meningkatkan akses peningkatan pelayanan kesehatan yang 

merata, seperti pusat pembangunan berwawasan kesehatan,pusat 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata 

pertama yang meliputi: pelayanan kesehatan perorangan (private goods) dan 

pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Perkembangan jumlah 

Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Riau pada 

tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 

Gambar 2. 14 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan Puskesmas Keliling 
(PUSLING) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa jumlah Puskesmas Pembantu 

(Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling) tidak terjadi peningkatan dibandingkan 

tahun 2022. Dimana Puskesmas Pembantu (Pustu) tahun 2022 berjumlah 1069 

unit dan Puskesmas Keliling (Pusling ) sebanyak 251 unit. Diharapkan dengan 
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bertambahnya jaringan Pskesmas seperti Puskesmas Pembantu dan Puskesmas 

Keliling maka meningkatkan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan 

kesehatan. 

 

B. AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 

1.  Cakupan Kunjungan Rawat Jalan & Rawat Inap Di Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Cakupan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana 

pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan 

kunjungan rawat jalan ini meliputi kunjungan rawat jalan di Puskesmas, kunjungan 

rawat jalan di Rumah Sakit. Cakupan kunjungan rawat jalan dibandingkan dengan 

jumlah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 100,2 % meningkat 

dibandingkan tahun 2022 sebesar 84.3%. Peningkatan ini disebabkan karena 

kondisi sudah berjalan normal setelah wabah covid-19 melanda dunia. Untuk 

jelaskan gambaran cakupan kunjunagan rawat jalan berbanding jumlah penduduk 

selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018-2023 pada grafik dibawah ini. 

Gambar 2. 15 Cakupan Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Sedangkan Cakupan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru 

di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.  

Cakupan kunjungan  rawat  inap ini  meliputi  kunjungan rawat inap di Puskesmas, 

kunjungan rawat inap di Rumah Sakit, dan kunjungan rawat inap   di sarana 

pelayanan kesehatan lain. Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi 

Riau Tahun 2023 sebesar 5,6% meningkat dibanding dengan tahun 

2022 sebesar 4,7% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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Untuk jelaskan gambaran cakupan kunjunagan rawat inap berbanding jumlah 

penduduk selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018-2023 pada grafik dibawah ini. 

Gambar 2. 16 Cakupan Kunjungan Rawat Inap di Puskesmas Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 

 

2.  Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan gangguan jiwa adalah pelayanan pada pasien yang mengalami 

gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan 

perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam 

melaksanakan peran sosialnya. Data yang masuk untuk pelayanan kesehatan jiwa 

di RS berasal dari Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum yang mempunyai 

klinik jiwa. Permasalahan yang ada saat ini adalah tidak semua Rumah Sakit 

Umum mempunyai pelayanan klinik jiwa karena belum tersedia tenaga medis jiwa 

dan tidak banyak kasus jiwa di masyarakat yang berobat di sarana pelayanan 

kesehatan.  

Dari permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan 

pembinaan program kesehatan jiwa di sarana kesehatan Pemerintah dan swasta, 

pelatihan/refreshing bagi dokter dan paramedis Puskesmas terutama upaya 

promotif dan preventif, serta meningkatkan pelaksanaan sistem monitoring dan 

evaluasi pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa.  
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Gambar 2. 17 Persentase Kunjungan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit dan Puskesmas Provinsi Riau 
Tahun 2019 - 2023 

 

Dari grafik diatas diketahui bahwa dari jumlah gangguan jiwa di Provinsi Riau 

Tahun 2023 sebagian besar berkunjung ke Rumah Sakit sebesar 55,7% 

dibandingkan dengan berkunjung ke Puskesmas (44,3%). Kunjungan gangguan 

jiwa di rumah sakit pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 (83,3%), 

sedangkan dengan kunjungan jiwa Puskesmas tahun 2023 ini sebesar 44,3% 

meningkat dibandingkan tahun 2022 (16,7% ). 

 

3.  Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit 

Angka  kematian adalah  indikator  hasil  kinerja  dari  sebuah  proses  pela

yanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana ada kematian di bawah 48 jam dan 

kematian di atas 48 jam. Gross Death Rate (GDR) yaitu angka  kematian umum 

untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar.  Pada GDR, tidak dilihat berapa lama pasien 

berada di Rumah Sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai GDR yang baik yaitu 

tidak lebih dari 45 per 1.000 penderita keluar.  

Untuk Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2023 Gross Death Rate 

(GDR) adalah sebesar 17 per1.000 penderita menurun dibandingkan tahun 2022 

sebesar  21 per 1.000 penderita. Dalam ini  5 tahun ini GDR tahun 2023 menurun 

bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Dalam 5 (lima) tahun angka  GDR Rumah Sakit di Provinsi Riau masih 

berada pada kisaran nilai yang dianggap baik yaitu kurang dari 45 per 1.000 

penderita keluar, Dan gambaran Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit (RS) di 

Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.  
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Gambar 2. 18 Gross Death Rate (GDR) Per 1.000 Penderita di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 
- 2023 

 

Angka Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat 

untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Angka NDR ini dapat dijadikan sebagai 

indikator  dalam memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit. 

Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapat perawatan 48 jam  berarti  

ada  faktor  pelayanan  rumah  sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya 

pasien, namun jika pasien meninggal kurang dari 48 jam masa perawatan, 

dianggap faktor  keterlambatan pasien datang ke Rumah Sakit yang menjadi 

penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang masih dianggap dapat ditolerir 

adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar. 

Untuk Provinsi Riau angka NDR Rumah Sakit tahun 2023 sebesar 11 

per1.000 penderita menurun dibandingkan tahun 2022 pada angka 15 per 1000 

penderita.  NDR untuk tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya dan angka ini dinilai baik karena kurang dari 25 per 1000 penderita 

keluar. Dapaty kita simpulkan bahwa mutu pelayanan di Rumah Sakit dianggap 

baik. Gambaran NDR Rumah Sakit di Provinsi Riau tahun 2018-2023 dapat dilihat 

dari gambar dibawah ini.  
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Gambar 2. 19 Net Death Rate (NDR) Per 1.000 Penderita di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 - 
2023 

 

4.  Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit 

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit biasanya dilihat 

dari berbagai segi seperti pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi 

pelayanan. Beberapa indikator standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang 

dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed Occupation Rate /BOR), rata-

rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/Average Length of Stay 

(ALOS), rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/Turn Of Interval (TOI).  

a. Pemanfaatan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate /BOR) 

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu 

tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit pada suatu 

waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit 

dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit atau Bed 

Occupation Rate (BOR). 

BOR yang ideal untuk suatu Rumah Sakit adalah antara 60% sampai dengan 

80%. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas 

perawatan Rumah Sakit oleh masyarakat, sedangkan bila angka BOR >85% 

berarti Rumah sakit perlu melakukan pengembangan untuk penambahan tempat 

tidur di Rumah sakit. 

Besarnya  BOR di Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 35%, angka BOR tahun 

ini menurun meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami peningkatan. BOR 

tahun 2023 ini yang semakin BOR Ideal. hal ini menunjukan bahwa tingkat 

pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit oleh masyarakat di Provinsi Riau sudah 
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mulai meningkat. Untuk BOR Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 2018 - 

2023 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.  

Gambar 2. 20 Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

b. Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over/BTO) 

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, beberapa 

kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu 

tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Angka BTO Rumah Sakit di 

Provinsi Riau tahun 2023 adalah 61 kali meningkat dibandingkan tahun 2022 

adalah 57 kali. Angka BTO ini meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, dan 

tidak termasuk  angka ideal. Untuk BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 

2018-2023 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.  

Gambar 2. 21 Bed Turn Over (BTO) di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 

 

Indikator ALOS mencerminkan rata-rata lama hari perawatan yang diperoleh 

dari perbandingan jumlah hari perawatan pasien keluar terhadap jumlah pasien 

keluar baik hidup maupun mati. Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara 
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umum/Average Length of Stay (ALOS) yang ideal adalah antara 6–9 hari. Rata-

rata lama rawat pasien di RS Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 4 hari meningkat 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya .Sejak tahun 2019 - 2023 angka ini lebih 

rendah dari ALOS ideal. Gambaran jelas ALOS Rumah Sakit Tahun 2019-2023  

dapat dilihat dari grafik dibawah ini. 

Gambar 2. 22 Average Length Of Stay (ALOS) di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 

 

Rata-rata selang waktu untuk pemakaian tempat tidur di rumah sakit diukur 

melalui indikator TOI. TOI digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat 

tidur kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu yang tidak 

terisi antara pasien keluar atau mati dengan pasien masuk. Semakin besar TOI 

maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Angka ideal untuk TOI 

adalah 1 – 3 hari. Rata-rata TOI di Provinsi Riau dari tahun 2018-2022 mengalami 

penurunan berada diangka yang ideal 1-3 hari. tetapi untuk rata-rata TOI di tahun 

2023 TOI mengalami peningkatan sekitar 2 yang artinya hal ini menggambarkan 

bahwa interval pemakaian tempat tidur di Provinsi Riau sudah angka ideal yakni 1 

– 3 hari. 
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Gambar 2. 23 Turn Over Interval (TOI) di Rumah Sakit Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 

 

5. Puskesmas  Dengan Ketersediaan Obat Vaksin dan Esensial 

Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 

item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas 

yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan 

November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. 

Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat 

indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, 

Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan 

kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Untuk 

Tahun 2023 gambaran Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 

dapat dilihat grafik dibawah ini. 

Gambar 2. 24 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat & Vaksin Essensial Provinsi Riau Tahun 2023 
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Sedangkan persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin 

esensial daam 5 (lima) tahun 2018-2023 di atas 95% , ini artinya hampir semua 

Puskesmas memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial. Untuk gambar 

jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.  

Gambar 2. 25 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat & Vaksin Essensial Provinsi Riau 
Tahun 2019 - 2023 

 

 

6. Kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial 

Persentase jumlah item obat indikator yang tersedia di kabupaten kota 

terhadap 40 item obat indikator yang seharusnya tersedia. Laporan yang 

dimasukan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada 

tahun pelaporan. Persentase ketersediaan obat esensial ini digunakan untuk 

menghitung indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat 

esensial. 

Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat 

indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, 

Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan 

kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional.  

Dari grafik dibawah ini dapat diketahui bahwa hampir semua kabupaten di 

Provinsi Riau ketersediaan obat esensial 85 %. 
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Gambar 2. 26 Persentase Ketersediaan Obat Essensial Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 

 

7. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar 

Lengkap (IDL) 

Persentase kabupaten/kota yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin 

Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin 

Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan. Pemantauan 

ketersediaan di kabupaten/kota dilakukan terhadap 5 item vaksin indikator yang 

merupakan vaksin pendukung program imunisasi dasar.  Persentase ketersediaan 

vaksin IDL tahun 2023 ini sudah 100% meningkat dibandingkan tahun 2022 

sebesar 98,3%. Ini artinya  semua fasilitas kesehatan telah mendapat distribusi 

vaksin dengan lengkap untuk pelaksanaan vaksin ke balta di Provinsi Riau. 

 

C. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT 

Dalam mewujudkan masyarakat sehat, diperlukan kesadaran setiap anggota 

masyarakat akan pentingnya perilaku sehat, berkeinginan, serta berdaya untuk 

hidup sehat. Masyarakat bersinergi membangun kondisi lingkungan yang kondusif 

untuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana 

Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di desa dan kelurahan, 

seperti adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu). 
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UKBM yang ada di desa dan kelurahan menjadi ciri khas bahwa desa dan 

kelurahan tersebut telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dinyatakan 

demikian karena penduduk di desa dan kelurahan tersebut dapat mengakses 

dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM serta 

melaksanakan surveillance berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, 

kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan 

penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya 

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

 

1.  Posyandu 

Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat 

guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan 

kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, 

kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, 

kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina 

Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air 

bersih (pokmair), dsbnya). 

Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota, jumlah Posyandu dalam 5 (lima) 

tahun 2018 – 2023 cenderung mengalami peningkatan namun mengalami 

penurunan pada tahun 2023 dengan jumlah posyandu 5667 unit. Untuk tahun 2023 

ini jumlah posyandu ini disebabkan terjadinya penurunan, penurunan posyandu 

saat ini terkait peranan pemerintah daerah termasuk kader.   Berikut   gambaran   

jumlah Posyandu dari tahun 2018 – 2023 dapat dilihat di bawah ini.  

 

 

 

 



 

34 
 

Gambar 2. 27 Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

2. Posyandu Aktif 

Posyandu Aktif Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebesar 94,5 %, ini artinya 

ada sekitar 309 unit posyandu yang perlu digerakkan agar masyarakat menyadari 

pentingnya arti hidup sehat. Dan perlunya perhatian dari semua sektor/pihak 

terkait, termasuk didalamnya adalah dengan mengoptimalkan fungsi Posyandu.  

Gambaran Posyandu aktif yang dimiliki oleh Provinsi Riau selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2018- 2023 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.  

Gambar 2. 28 Persentase Posyandu Aktif Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Posyandu aktif di Provinsi Riau selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami 

peningkatan, pada tahun 2023 ini  terjadi peningkatan posyandu aktif  yang cukup 

signifikan. Hal ini karena adanya perubahan kriteria, dimana posyandu aktif 

sebelum tahun 2022 posyandu aktif itu adalah posyandu Purnama dan Mandiri. 

Sedangkan Posyandu aktif untuk tahun 2023 ini dengan kriteria sebagai berikut : 
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Posyandu yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan 

kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan 

berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan 

mandiri/janji temu ke fasyankes. 

2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan 

Kepala Desa/Lurah. 

3. Sebanyak 3 dari 4 layanan memenuhi cakupan minimal 50% sasaran 

sebanyak 8 bulan dalam satu tahun yaitu gizi, KIA, KB dan imunisasi. 

4. Setiap posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat 

ukur tinggi badan , timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa dan 

perlengkapannya (sesuai panduan didalam buku KIA). 

Gambar 2. 29 Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang semua posyandunya telah aktif 

capaian 100% ada 3 kabupaten/kota yakni  Kabupaten Kep. Merant, Kota 

Pekanbaru, Kota Dumai. Diikuti oleh kabupaten Rokan Hulu sebesar 84,1% dan 

kabupaten Indragiri Hilir  sebesar 85,2%.  

Gambaran persentase Posyandu aktif di Provinsi Riau pada tahun 2022 bisa 

dilihat dari gambar diatas. 

 

3. Rasio Posyandu Per 100 Balita 

Dalam menjalankan fungsi posyandu, perlu diketahui rasio kecukupan 

posyandu terhadap masyarakat yang ada. Rasio posyandu per100 balita di 

Provinsi Riau cendrung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
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ini sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, rasio posyandu di Provinsi Riau 

masih mencapai 0,95 dan dibawah 1 (satu). Artinya 1 posyandu melayani untuk 

100 orang balita, dengan demikian kegiatan Posyandu dapat lebih optimal kepada 

masyarakat. Untuk melihat gambaran rasio posyandu per 100 balita selama 5 

(lima) tahun terakhir 2018 – 2023 dapat dilihat dari gambar diatas.  

Gambar 2. 30 Rasio Posyandu Per 100 Balita Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

4. Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) 

Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi 

dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat 

kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh 

masyarakat melalui pembinaan terpadu. Tujuan utama kegiatan Posbindu PTM 

adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan 

penemuan dini faktor risiko PTM.   mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke 

atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat 

dengan kasus PTM. Posbindu PTM bertujuan untuk :  

a. Memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat 

yang beresiko terkena penyakit PTM Bagi masyarakat beresiko 

b. Mengenali faktor resiko PTM yang ada dan upaya mengurangi jumlah maupun 

intensitas faktor resiko tersebut agar tidak menjadi penyakit PTM. 

c. Mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya 

preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM 

ke Puskesmas. 

Dengan adanya Posbindu warga dapat mengetahui dan menanggulangi 

penyakit agar tidak menjadi parah. Pelaksanaan Posbindu di Provinsi Riau tahun 

2023 berjumlah 1.841 unit meningkat dibandingkan tahun 2022 berjumlah 1.829 
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unit yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Gambaran penyebaran posbintu PTM di 

Provinsi Riau dapat dilihat dari grafik dibawah ini.  

Gambar 2. 31 Jumlah Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) PTM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 
Tahun 2023 

 

Untuk posbintu PTM terbanyak ada di kabupaten Kampar dengan jumlah 247 

posbintu diikuti olah Kabupaten Rokan Hilir 233 posbintu dan Kabupaten Indragiri 

Hilir 211 posbintu. Sdangkan yang terendah di Kota Dumai dengan jumlah 41 

posbintu diikuti Kabupaten Kep. Meranti 82 posbintu dan Kabupaten Siak dengan 

jumlah 88 posbintu. Sedangkan untuk perkembangan posbindu PTM di Provinsi 

Riau selama 5 ( lima ) tahun 2018-2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.  

Gambar 2. 32 Perkembangan POSBINDU PTM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Dengan adanya posbindu PTM ini diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM.  

Melalui Posbindu PTM, dapat sesegeranya dilakukan pencegahan faktor risiko 

PTM sehingga kejadian PTM di masyarakat dapat ditekan. 
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BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
 

Salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan menyatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah 

segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat 

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan/atau masyarakat. Pada bab ini sumber daya kesehatan menyajikan 

gambaran keadaan tenaga kesehatan di Puskemas dan Rumah Sakit  wilayah Provinsi 

Riau. 

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga 

akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta 

sebagai salah satu unsur  kesejahteraan  umum.  Tenaga  kesehatan  merupakan  

kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 

untuk melakukan upaya kesehatan. Sumber  daya  manusia  kesehatan  yang  

disajikan  pada  bab  ini  lebih diutamakan pada kelompok tenaga kesehatan. Dalam 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan memutuskan 

bahwa tenaga kesehatan terdiri dari  tenaga medis,  tenaga keperawatan,  tenaga 

kefarmasian,  tenaga  kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan 

tenaga keteknisian medis.  

Data jumlah tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan dan 

kekurangan tenaga kesehatan. Dan jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang 

tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi Riau selama 5 (Lima) tahun terus 

mengalami peningkatan, dapat dilihat dari jumlah tenaga kesehatan tahun 2018-2023. 

 



 

40 
 

Gambar 3. 1 Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Tenaga kesehatan terbanyak di Provinsi Riau saat ini adalah tenaga penunjang 

26,8%, tenaga keperawatan sebesar 25,7%, dan Bidan 20,1%, dan jumlah tenaga 

kesehatan yang paling sedikit adalah Keterapian Fisik 0,8% , Kesling 0,9%, dokter gigi 

1,4%. 

Gambar 3. 2 Persentase Tenaga Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan tugas 

dan fungsinya dan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun rasio tenaga kesehatan 

di Provinsi Riau. Jumlah tenaga kesehatan yang digunakan adalah jumlah tenaga 

kesehatan yang bekerja sesuai dengan fungsinya. 

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator 

untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan guna mencapai target pembangunan 
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kesehatan tertentu. Untuk target rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau Berdasarkan 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 

tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.  

 

A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA MEDIS (DOKTER UMUM, SPESIALIS, 

DOKTER GIGI) DI SARANA KESEHATAN 

 

1. Rasio Dokter Spesialis 

Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah 

sebesar 15,4 per100.000 penduduk meningkat bila dibandingkan tahun 2022 

adalah 16 per 100.000 penduduk. ini artinya pada tahun 2023 ini  di  Provinsi  Riau  

untuk 100.000 penduduk dilayani oleh 15 orang dokter spesialis. Rasio dokter 

spesialis tahun 2023 ini merupakan rasio tertinggi selama lima tahun terakhir 

(2019-2023). Dan selama 5 tahun ini juga rasio tenaga dokter spesialis sudah 

mencapai target ketersediaan dokter spesialis di Provinsi Riau (11 per 100.000 

penduduk). Untuk gambaran rasio dokter spesialis di Provinsi Riau tahun dalam 

lima tahun (2019-2023) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

Gambar 3. 3 Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Untuk penyebaran tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau tahun 2023, ada 

5 (tiga) Kabupaten/Kota yang telah mencapai target rasio dokter spesialis (11 per 

100.000 penduduk), tenaga dokter spesialis terbanyak ditemui di Kota Pekanbaru 

(55 per100.000 penduduk) meningkat pada tahun 2022 (50 per100.000 

penduduk). Selanjutnya Kota Dumai ( 18 per100.000 penduduk) dan diikuti  

Kabupaten Bengkalis dengan rasio tenaga dokter spesialis 15 per100.000 
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penduduk. Untuk lebih jelasnya gambaran penyebaran tenaga dokter spesialis 

dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini. 

Gambar 3. 4 Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi  Riau  
Tahun 2023 

 

 

Meskipun rasio dokter spesialis ini secara Provinsi telah melampaui target, 

namun permasalahannya pada penyebarannya dokter spesialis yang belum 

merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penempatan dokter spesialis 

masih terfokus di ibu Kota Provinsi saja yakni di Kota Pekanbaru, rasio dokter 

spesialis di Kota Pekanbaru ini sangat jauh dibandingkan dengan rasio dokter 

spesialis di Kabupaten/Kota lainnya.  

Sedangkan Kabupaten Kampar (4 per100.000 penduduk) dan kabupaten 

Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu masing-masing (5 per100.000 

penduduk) merupakan kabupaten yang memiliki rasio dokter spesialis yang sangat 

kecil. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat, karena dengan adanya penempatan tenaga dokter spesialis 

yang sangat tidak merata ini, maka untuk masa yang akan datang perlu 

pemerataan penempatan dan penambahan dokter spesialis khususnya untuk 

penanganan kedaruratan dan perluasan pemerataan pelayanan kesehatan, 

mengingat lokasi dan geografis Provinsi Riau yang terdiri dari pulau-pulau dan 

daerah-daerah sulit. 
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2. Rasio Dokter umum 

Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator 

untuk mengukur ketersediaan tenaga dokter umum untuk mencapai target 

pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Rasio dokter umum di Provinsi Riau 

untuk 5 (lima) tahun terakhir ( 2018-2023 ) rasio dokter umum sedikit mengalami 

penurunan, ini artinya penambahan tenaga dokter umum tidak sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau. Rasio tenaga dokter umum Provinsi Riau 

pada tahun 2023 sebesar 37 per100.000 penduduk mengalami penurunan dan 

rasionya masih sangat jauh dari target tahun 2025 sebesar 45 per100.000 

penduduk. Masih rendahnya rasio tenaga dokter umum ini menjadi penyebab 

utama kendala dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Gambaran ketersediaan dokter umum di Provinsi Riau pada tahun 2023 dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (untuk 100.000 penduduk) 

dilayani sekitar 37 orang tenaga dokter umum.  

 Gambar 3. 5 Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Namun bila dilihat dari penempatan dokter umum di kabupaten/kota, maka 

pada tahun 2023 tenaga dokter umum di Kota Pekanbaru sangat banyak dan 

melampaui target rasio dokter umum (45 per100.000 penduduk). Gambaran lebih 

jelasnya rasio dokter umum di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 
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Gambar 3. 6 Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 
Tahun 2023 

 

Dari grafik diatas Terlihat tidak meratanya tenaga dokter umum, menumpuk 

di wilayah perkotaan yakni Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. kesenjangan 

ketersediaan tenaga dokter umum ini menimbulkan masalah dalam pelayanan 

kesehatan terutama di daerah-daerah. 

Rasio tenaga dokter umum tertinggi di Pekabaru sebesar 90 per100.000 

penduduk, diikuti Kota Dumai dengan rasio tenaga dokter umum 44 per100.000 

penduduk dan Kabupaten Bengkalis  dengan rasio tenaga dokter umum 41 

per100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter umum terendah yaitu Kabupaten 

Indragiri Hilir sebesar 17 per100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Kampar dengan 

rasio dokter umum 19 per100.000 penduduk dan Kabupaten Rokan Hulu dengan 

rasio 22 per 100.000 penduduk.  

Untuk 3 (tiga) kabupaten ini kurangnya tenaga dokter umum sangat menjadi 

masalah selain jumlah tenaga dokter yang masih kurang, juga luas wilayah dan 

kondisi geografis yang cukup sulit. Kondisi ini harus menjadi perhatian dari 

Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Karena nanti kondisi ini terkait 

dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  
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3. Rasio Dokter Gigi 

Provinsi Riau pada tahun 2023 rasio dokter gigi sebesar 9 per100.000 

penduduk, rasio ini sama dengan tahun 2022. Ini artinya dalam memberikan 

pelayanan kesehatan gigi masyarakat diberikan oleh 9 dokter gigi kepada 100.000 

penduduk. Namun bila diperhatikan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 

rasio dokter gigi masih sangat jauh dari rasio yang ditargetkan dimana rasio dokter 

gigi sebesar 13 per100.000 penduduk. Ini artinya kekurangan tenaga dokter gigi 

ini sekitar 31% yang harus dipenuhi. Gambaran rasio dokter gigi per 100.000 

penduduk di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai 

dengan 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

Gambar 3. 7 Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Secara penempatan tenaga dokter gigi di Provinsi Riau tahun 2023 ini pun 

belum merata, hal ini dapat dilihat rasio dokter gigi di Kabupaten/Kota. Untuk rasio 

tertinggi dari Kota Pekanbaru 21 per 100.000 penduduk, diikuti Kabupaten 

Bengkalis  11 per100.000 penduduk dan Kabupaten Kuantan Sengingi dengan 

rasio sebesar 10 per100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter gigi terendah 

adalah Kabupaten Rokan Hulu 4 per100.000 penduduk diikuti Kabupaten Rokan 

Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir  masing-masing 5 per100.000 penduduk. 

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota hanya Kota Pekanbaru yang telah 

mencapai target rasio tenaga dokter gigi tahun 2023 sebesar 21 per 100.000 

penduduk, rasio ini sama dengan tahun 2022 dan meningkat dibandingkan tahun 

2021 (17 per100.000 penduduk). Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah 

mengingat kekurangan tenaga dokter gigi di Kabupaten/Kota. Hal ini terkait 

dengan pelayanan kesehatan gigi pada masyarakat. Untuk rasio dokter gigi 
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terhadap per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2023  

terlihat pada gambar  dibawah ini. 

Gambar 3. 8 Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 
2023 

 

 

B. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KEPERAWATAN (BIDAN DAN PERAWAT) DI 

SARANA KESEHATAN 

1. Rasio Tenaga Perawat 

Tenaga perawat di Provinsi Riau pada tahun 2023 dengan rasio 166 

per100.000 penduduk meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 (157 per 

100.000 penduduk) dan tahun 2021 (150 per 100.000 penduduk) dan tahun 2020 

adalah 149 per 100.000 penduduk. Meskipun   dalam    Lima   tahun   terakhir ini   

rasio   tenaga   perawat ini  cenderung   mengalami   peningkatan, namun rasio  

ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga perawat (180 per 100.000 

penduduk). 

 Ini artinya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya perawat penambahannya 

tidak sejalan dengan penambahan jumlah penduduknya yang cukup tinggi. Untuk 

melihat gambaran rasio perawat 100.000 penduduk di Provinsi Riau pada tahun 

2018-2023 dapat dilihat dari gambar berikut ini. 
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Gambar 3. 9 Rasio Tenaga Perawat per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Penyebaran tenaga perawat di Kabupaten/Kota Provinsi Riau belum merata. 

Dimana tenaga perawat menumpuk di Kota Pekanbaru, dimana sekitar 37% 

tenaga perawat yang ada di Provinsi Riau berada di Kota Pekanbaru dengan rasio 

sebesar 397 per100.000 penduduk meningkat dibanding tahun 2022 (372 

per100.000 penduduk) Selain kota Pekanbaru maka Kota Dumai dengan rasio 

perawat 200 per100.000 penduduk merupakan daerah yang telah mencapai target 

yang telah ditetapkan, yakni sebesar 180 per 100.000 penduduk.    

Gambar 3. 10 Rasio Tenaga Perawat per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 
Tahun 2023                                                                                                                                                

 

 

Sedangkan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki rasio 

tenaga perawat yang paling rendah yakni 95 per100.000 penduduk dan meningkat 

dibandingkan tahun sebelumnya Kabupaten Rokan Hilir (47 per 100.000 

penduduk), rasio ini sangat jauh dari target rasio kebutuhan tenaga perawat. Hal 
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ini harus menjadi fokus perhatian dari Pemerintah baik pusat maupun daerah guna 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan 

kesehatan di daerah. Untuk penyebaran tenaga perawat di Provinsi Riau tahun 

2023 dapat di dilihat pada gambar diatas. 

 

2. Rasio Tenaga Bidan 

Tenaga Bidan di Provinsi Riau pada tahun 2023 dengan rasio 130 

per100.000 penduduk meningkat dibandingkan tahun 2022 (124 per100.000 

penduduk)  tahun 2021 ( 107 per 100.000 penduduk) dan tahun 2020 ( 102 per 

100.000 penduduk).  Rasio bidan ini mengalami peningkatan dan telah memenuhi 

target sebesar 120 per100.000 penduduk. Hal ini menjadi kendala dalam 

memenuhi  standar  pelayanan  minimal (SPM)   khususnya  terkait  dalam 

pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk Pemerintah 

Pusat.  

Gambar 3. 11 Rasio Tenaga Bidan per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

 

Sedangkan untuk penyebaran tenaga bidan di Kabupaten/Kota belum 

merata, dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya sekitar 67% 

atau 8 (tujuh) kabupaten/kota yang telah mencapai target rasio tenaga bidan tahun 

2023 (120 per 100.000 penduduk), yakni Kabupaten Rokan Hilir (177 per100.000 

penduduk), Kabupaten Pelalawan (170 per100.000 penduduk), Kabupaten 

Indragiri Hilir (153 per100.000 penduduk), Kabupaten Kuantan Sengingi (150 

per100.000 penduduk), Kota Dumai (141 per100.000 penduduk), Kabupaten 
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Indragiri Hulu (133 per100.000 penduduk), Kabupaten Kep. Meranti (132 

per100.000 penduduk), Kabupaten Siak (124 per100.000 penduduk). 

Sedangkan rasio bidan yang paling kecil dan belum mencapai target adalah  

Kabupaten Rokan Hulu dengan rasio 99 per100.000 penduduk diikuti Kota 

Pekanbaru dengan rasio 100 per100.000 penduduk, Kabupaten Kampar dengan 

rasio 109 per100.000 penduduk dan Kabupaten Bengkalis dengan rasio 117 

per100.000 penduduk . Dan 4 Kabupaten/kota ini masih jauh dari target kebutuhan 

tenaga bidan. Lebih jelasnya bagaimana penempatan tenaga bidan di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 

Gambar 3. 12 Rasio Tenaga Bidan per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 
Tahun 2023                                                                                                                                                
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C. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN 

LINGKUNGAN, DAN GIZI DI SARANA KESEHATAN 

1. Tenaga Kesehatan Masyarakat 

Tenaga kesehatan masyarakat di Provinsi Riau tahun 2023 berjumlah 974 

orang dengan rasio 15 per 100.000  penduduk dibandingkan tahun sebelumnya 

rasio ini mengalami penurunan dimana tahun 2022 ( 11 per100.000 penduduk).   

Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau selama  5 (lima) tahun baru pada 

tahun2023 ini yang sudah  mencapai target rasio tenaga masyarakat yakni 15 per 

100.000 penduduk. Dengan rasio tenaga kesehatan masyarakat yang telah 

mencapai target, diharapkan dapat mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

pembangunan kesehatan kepada masyarakat, karena ketersediaan tenaga 

kesehatan masyarakat sangat dubutuhkan dalam menggerakan dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.  

Untuk melihat gambaran rasio tenaga kesehatan masyarkat  selama 5 tahun 

(2018 - 2023)  dapat dilihat dari gambar berikut ini.  

Gambar 3. 13 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 
2023 

 

Bila dilihat dari penyebaran tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota 

Provinsi Riau, maka dari 12 kabupaten/kota Sudah 9 kabupaten/kota (75%) telah 

mencapai target rasio tenaga kesehatan masyarakat 15 per 100.000 penduduk. 

Sedangkan rasio terendah dan belum mencapai target rasio tenaga kesehatan 

masyarakat adalah Kabupaten Kampar dengan rasio 11 per 100.000 penduduk 

diikuti Kabupaten Indragiri Hulu dengan rasio 12 per100.000 penduduk  dan Kota 

Dumai dengan rasio tenaga 14 per 100.000 penduduk.    
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Melihat kondisi ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat yang belum 

terpenuhi disemua kabupaten/kota, hal ini menuntut komitmen dari Pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk memenuhi ketersediaan tenaga 

kesehatan masyarakat. Hal ini sangat penting guna menggerakkan masyarakat 

utnuk perubahan perilaku hidup yang sehat. Dan rasio tenaga Kesehatan 

Masyarakat per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2023 dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 3. 14 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Riau Tahun 2023                                                                                                                                                

 
 

2. Tenaga Kesehatan Lingkungan 

Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah 

memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi 

lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2023 ini Tenaga Kesehatan 

Lingkungan berjumlah 367 orang dengan rasio 6 per100.000 penduduk meningkat 

dibandingkan tahun 2022 rasio tenaga sebesar 5 per100.000 penduduk. Dan rasio 

pada tenaga ini selama 5 tahun terakhir (2018 – 2023)  masih sangat jauh dari 

rasio tenaga  yang ideal yakni  sebesar 18 per 100.000 penduduk. 

Gambaran 5 tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Gambar 3. 15 Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 
- 2023 

 

Kemudian bila melihat penyebaran tenaga kesehatan lingkungan di 

Kabupaten/Kota maka rasio tertinggi adalah Kabupaten Kuantan Sengingi (14 per 

100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Siak dengan rasio 8 per100.000 

penduduk, Kota Pekanbaru dengan rasio 6 per100.000 penduduk. Sedangkan 

yang terendah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir masing-

masing (3 per 100.000). Diikuti Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir 

masing-masing rasio 4 per 100.000 penduduk. 

Untuk rasio tenaga kesehatan lingkungan di Provinsi Riau pada tahun 2023 

ini tidak ada ada satu pun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang mencapai target 

rasio tenaga kesehatan lingkungan. Dan rasio saat ini masih sangat jauh dari 

target rasio tenaga kesehatan lingkungan yakni sebesar 18 per 100.000 

penduduk. 

Gambar 3. 16 Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Riau Tahun 2023                                                                                                                                                
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Rendahnya  penempatan  tenaga  kesehatan  di  daerah  harus menjadi 

perhatian Pemerintah guna menekan angka kesakitan pada masyarakat yang 

disebabkan oleh lingkungan, dimana penyebab masalah kesehatan terbesar 

adalah kondisi lingkungan yang tidak sehat.  

3. Tenaga Gizi 

Tenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi 

bidang gizi yang terdiri dari nutririonis dan dietisien sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jumlah tenaga gizi di Provinsi Riau pada 

tahun 2023 sebanyak 659 orang dengan rasio 10 per100.000 penduduk sama 

dengan tahun sebelumnya.  

Dalam 5 (lima) tahun ( 2018 – 2023) rasio tenaga gizi terhadap per 100.000 

masih sangat jauh dari target tenaga sebesar 14 per 100.000 penduduk. 

Kekurangan tenaga gizi ini sangat menghambat pencapaian pembangunan 

kesehatan, khususnya program gizi karena keberhasilan program gizi di 

masyarakat sangat ditentukan oleh tenaga kesehatan khususnya tenaga gizi. 

Apalagi saat ini program Pemerintah penanggulangan stunting merupakan salah 

satu program prioritas dalam pembangunan kesehatan. 

 Gambaran ketersediaan tenaga gizi di Provinsi Riau 5 tahun terakhir sejak 

tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari dilihat dari gambar berikut ini.  

Gambar 3. 17 Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Untuk penyebaran tenaga gizi di Kabupaten/kota Provinsi Riau tidak merata, 

Hal ini bisa dilihat dari rasio tenaga Gizi. Dari 12 Kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Riau hanya 2 Kabupaten/kota yang telah mencapai target ketersediaan 
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tenaga gizi yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Sengingi masing-

masing dengan rasio 16 per100.000 penduduk.  

Sedangkan rasio terendah adalah  Kabupaten  Indragiri Hulu dengan rasio 5 

per100.000 penduduk, Kabupaten Kampar dengan rasio 6 per100.000 penduduk, 

diikuti Kabupaten Indragiri Hilir dengan rasio 7 per100.000 penduduk.  

Ketersediaan tenaga gizi sangat dibutuhkan sekali di daerah, mengingat 

pentingnya keberadaan tenaga gizi dalam rangka meningkatkan kualitas gizi 

masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu ketersediaan tenaga gizi harus menjadi 

perhatian Pemerintah baik Pusat maupun daerah guna perbaikan gizi masyarakat. 

Untuk mengetahui gambaran rasio tenaga gizi di Provinsi Riau tahun 2023bisa 

dilihat dari gambar dibawah ini.  

 

 

Gambar 3. 18 Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 
Tahun 2023                                                                                                                                                
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D. JUMLAH DAN RASIO TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, 

DAN KETEKNISAN MEDIK DI SARANA KESEHATAN 

1. Tenaga Keterapian Fisik 

Tenaga keterapian fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi 

kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, 

terapis wicara, dan akupunktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dan untuk tahun 2023 ini tenaga keterapian fisik berjumlah 341 

orang dengan rasio 5 per 100.000 penduduk, rasio ini meningkat dibandingkan 

dengan rasio tahun 2022 Sebagaimana gambaran rasio tenaga keterapian fisik 

per 100.000 penduduk selama 5 (lima) tahun 2018 – 2023. 

Gambar 3. 19 Rasio Tenaga Keterapian Fisik per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Jika dilihat dari penempatan tenaga keterapian fisik di Kabupaten/Kota masih 

dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru  tahun 2023 (16 per 

100.000 penduduk) diikuti oleh Kota Dumai  dan Kabupaten Bengkalis masing-

masing 5 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten 

Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu masing-masing 1 per 100.000 penduduk dan 

Kabupaten Indragiri Hilir 2 per100.000 penduduk. Untuk melihat lebih jelas 

gambaran rasio tenaga keterapian fisik dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 
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Gambar 3. 20 Rasio Tenaga Keterapian Fisik per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Riau Tahun 2023                                                                                                                                                

 

2. Tenaga Keteknisian Medik 

Tenaga keteknisian medis adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi 

kualifikasi bidang keteknisan medis yang terdiri dari perekam medis dan informasi 

kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/ 

optometris, teknisi gigi, penata anestesi (perawat anastesi), terapis gigi dan mulut 

(perawat gigi), dan audiologis. 

Jumlah tenaga teknisi medis di Provinsi Riau tahuntahun 2023 sebanyak 907 

orang dengan rasio 14 per 100.000 penduduk meningkat dibanding tahun 2022 

dengan rasio 11 per 100.000 penduduk. Untuk mengetahui lebih jelas gambaran 

ketersediaan tenaga keteknisan medis dalam 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 – 

2023 dapat dilihat dari gambar dibawah ini. 

Gambar 3. 21 Rasio Tenaga Keteknisian Medik per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 
2023 
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Jika dilihat dari penempatan tenaga keteknisan medis di Kabupaten/Kota 

masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru  (29 per 

100.000 penduduk), selanjutnya Kota Dumai (20 per 100.000 penduduk) dan 

diikuti Kabupaten Kuantan Sengingi  (19 per 100.000 penduduk).  Ketersediaan 

tenaga keteknisan medis yang terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu dan 

Kabupaten Rokan Hilir masing-masing (8 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak Sri Indrapura masing-masing 

9 per100.000 penduduk.  Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio 

tenaga keteknisan medis per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau 

Tahun 2023. 

Gambar 3. 22 Rasio Tenaga Keteknisian Medik per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Riau Tahun 2023                                                                                                                                                
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E. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KEFARMASIAN (TENAGA TEKNIS 

KEFARMASIAN DAN APOTEKER) DI SARANA KESEHATAN 

Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi 

kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis 

kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1. Apoteker 

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan 

telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes Nomor 889/ Menkes/ 

Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian). 

Untuk tenaga apoteker di Provinsi Riau tahun tahun 2023 ini berjumlah 752 orang 

dengan rasio 11 per100.000 penduduk, sama dengan rasio tahun 2022  per 

100.000 seperti yang digambarkan pada gambar tren di bawah. Rasio ini 

meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 

2018 dengan rasio 6 per 100.000 penduduk. 

Gambar 3. 23 Rasio Tenaga Apoteker per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Meskipun ketersediaan tenaga apoteker terus mengalami peningkatan 

namun dalam 5 (Lima) tahun terakhir, baru pada tahun 2023 ini  rasio tenaga 

apoteker telah mencapai target (11 per 100.000 penduduk). Meskipun telah 

mencapai Kondisi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang sesuai standard kepada masyarakat, dan harus menjadi perhatian 

khusus bagi pemerintah daerah   bersama-sama   dengan Pemerintah Pusat 

bagaimana memenuhi ketersediaan tenaga apoteker agar dapat memberikan 

pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.  

Jika dilihat dari penempatan tenaga apoteker di Kabupaten/Kota masih 

dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru (28 per 100.000 
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penduduk) seperti gambar di bawah ini, untuk tahun ini ada 5 (lima) 

kabupaten/kota rasio tenaga apotekernya yang telah melampaui target rasio 

tenaga apoteker sebesar 11 apoteker per 100.000 penduduk,  Selanjutnya 

Kabupaten Kuantan Sengingi 13 per100.000 penduduk, Kabupaten Bengkalis dan 

Kota Dumai 12 per100.000 penduduk dan Kabupaten Pelalawan 11 per100.000 

penduduk. 

 Ketersediaan tenaga apoteker yang terendah adalah Kabupaten Kampar (4 

per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Siak 6 per100.000 penduduk dan 

Kabupaten Indragiri Hilir (7 per 100.000 penduduk). Pada gambar dibawah ini 

dapat dilihat bagaimana rasio tenaga apoteker per 100.000 penduduk di 

Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023.  

Gambar 3. 24 Rasio Tenaga Apoteker per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau 
Tahun 2023                                                                                                                                                

 

2. Tenaga Teknis Kefarmasian 

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam 

menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli 

Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker 

(Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan 

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian). Tenaga teknis kefarmasian terdiri dari S-1 

Farmasi, D-III Farmasi, dan Asisten Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian  di  

Provinsi  Riau  pada tahun 2023 berjumlah 1.121 orang, dengan rasio 17 per 

100.000 penduduk meningkat dibangkan tahun 2022 ( rasio 16 per100.000 

penduduk ). Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar rasio tenaga kefarmasian 5 

tahun terakhir (2018-2023) dibawah ini.  
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Gambar 3. 25 Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian per 100.000 Penduduk Provinsi Riau Tahun 2019 - 
2023  

 

Sedangkan bila dilihat  penyebaran tenaga teknis kefarmasian  di Kabupaten/ 

kota maka Kota Pekanbaru merupakan daerah yang rasio tenaga teknis 

kefarmasian yang tertinggi ( 41 per 100.000 penduduk) diikuti Kabupaten 

Bengkalis  ( 24 per 100.000 penduduk)  dan Kota Dumai (18 per 100.000 

penduduk), kemudian rasio tenaga teknis kefarmasian rasio terendah adalah 

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu masing-masing ( 7 per  100.000 

penduduk dan Kabupaten Kampar ( 8  per 100.000 penduduk ). 

Gambar 3. 26 Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Riau Tahun 2023                                                                                                                                                
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F. JUMLAH DAN RASIO TENAGA PENUNJANG/ PENDUKUNG KESEHATAN 

Adapun yang dimaksud dengan Tenaga penunjang/pendukung kesehatan 

adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan 

yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan 

manajemen. Ketersediaan tenaga non kesehatan juga tidak kalah pentingnya 

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah 

kerja sarana kesehatan.  

Jumlah Tenaga penunjang/pendukung kesehatan di Provinsi Riau pada 

tahun 2023 berjumlah 11540 orang meningkat dibandingkan tahun 2022 berjumlah 

9.803 orang meningkat dari tahu 2021 ( 9623 orang ) dan tahun 2020  (8.673 orang 

). Tenaga Penunjang Kesehatan ini terdiri dari Pejabat Struktural, Tenaga Pendidik 

dan Tenaga Dukungan Manajemen. Adapun batasan antara pejabat struktural, 

tenaga pendidik dan tenaga dukungan manajemen adalah sebagai berikut : 

➢ Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi 

kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.  

➢ Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan 

yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya. 

➢ Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, staf 

penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang 

perencanaan, dan tenaga penunjang kesehatan lainnya.  

Untuk lebih jelas rincian tenaga penunjang ini adalah seperti gambar dibawah ini.  

Gambar 3. 27 Rasio Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan per 100.000 Penduduk Provinsi Riau 
Tahun 2019 - 2023 

 

Jika dilihat dari ketersediaan tenaga Penunjang Kesehatan yang tersebar di 

kabupaten/kota jumlah tersebar berada di Kota Pekanbaru dengan rasio 401 

per100.000 penduduk, diikuti Kota Dumai dengan rasio 241 per100.000 penduduk 
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dan Kabupaten Bengkalis dengan 187 per100.000 penduduk. Kabupaten Kampar 

merupakan daerah yang paling sedikit tenaga penunjangnya dengan 69 

per100.000 penduduk, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini. 

Gambar 3. 28  Rasio Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan per 100.000 Penduduk Menurut 
Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023 

 

Dari data yang ada memang jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Riau masih 

belum tercukupi, namun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) telah berusaha mencukupi kebutuhan tenaganya melalui 

pengangkatan tenaga baru seperti CPNS, PTT dan kontrak, yang terpenting saat 

ini keberadaan tenaga kesehatan tersebut belum merata sesuai kebutuhan 

Kabupaten/Kota, masih ditemui penempatan tenaga pada satu daerah sehingga 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum semua terjangkau. 

Mobilitas tenaga atau distribusi tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah 

pelayanan kesehatan diupayakan dengan peningkatan sarana-sarana kesehatan 

yang ada, seperti peningkatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, 

peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dan pemberian insentif. 

Guna mengatasi masalah ketenagaan maka salah satu langkah awal kedepan 

adalah pemetaan tenaga kesehatan disertai dengan analisis kebutuhan 

berdasarkan problema spesifik dan kewilayahan. 
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BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN 
 

A. PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 

Dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, 

sebagaimana tujuan pembangun kesehatan, maka Pemerintah sejak tanggal 1 

Januari 2014 telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh  

rakyatnya secara bertahap. Melalui penerapan Jaminan Kesehatan Nasional ini, 

diharapkan  tidak  ada  lagi  masyarakat  Indonesia,  khususnya  masyarakat miskin  

yang tidak  berobat  ke fasilitas pelayanan kesehatan  di  kala sakit karena tidak 

memiliki biaya. 

Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar  kesehatan  yang diberikan kepada setiap orang yang 

telah membayar  iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

Pada tahun 2023, peserta jaminan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 

6.499.166 jiwa terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  APBN  adalah  peserta  PBI  jaminan 

kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu 

yang dibayar oleh Pemerintah melalui APBN sebesar 36,4%.  

2. PBI APBD adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang 

tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah 

daerah melalui APBD sebesar 19,5%. 

3. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri 

dari PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pegawai Pemerintah non PNS, dan 

pegawai swasta sebesar 26,6% . 

4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri adalah jaminan kesehatan 

dengan peserta yang berasal dari pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja 

mandiri termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling  singkat  

6  (enam)  bulan sebesar 13,8%.  
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5. Bukan Pekerja (BP) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari 

investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan  

sebesar  1,5%.  

Gambar 4. 1 Cakupan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Gambar di atas merupakan gambaran Cakupan Jaminan Kesehatan 

Penduduk Provinsi Riau Tahun 2023. Dimana pada di tahun 2023 Cakupan 

Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau ini adalah sebesar 97,8% meningkat 

dibantu tahun 2022 sebesar 79,2% . Ini artinya ada sekitar 2,2% penduduk 

Provinsi Riau yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. Dari 97,8% penduduk 

yang sudah memiliki jaminan kesehatan terdiri  dari  Penerima  Bantuan  Iuran 

(PBI)  sebesar 55,9%  dan Non Penerima bantuan  Iuran (Non PBI) 41,9%. 

Gambar 4. 2 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Riau Tahun 2023 
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Pada gambar di atas, dijelaskan bahwa Kepesertaan  jaminan kesehatan 

Penerimaan Bantuan Iuran (PBI)  sebesar 55,9% yang terbesar bersumber dari  

Anggaran APBN (36,4%) dan APBD (19,5%). Ini artinya kepesertaan PBI yang 

bersumber anggaran dari APBN lebih banyak bila dibandingkan dengananggaran 

dari daerah. 

Gambar 4. 3 Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Sedangkan untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Non PBI sebesar 41,9% 

dan yang kepesertaan yang terbanyak dari PPU (26,6%), PBPU/mandiri (13,8 %) 

dan Bukan Pekerja sebesar 1,5% sekaligus paling sedikit kepesertaannya. 

Karena saat ini masyarakat kita masih ada yang belum memiliki kepesertaan 

Jaminan Kesehatan sekitar 2,2%, maka perlu adanya pergerakan atau sosialisasi 

kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam melindungi 

kesehatannnya dan keluarga dengan menjadi peserta jaminan kesehatan yang 

telah di tetapkan oleh Pemerintah. 
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B. ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD KABUPATEN / KOTA 

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan 

kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi 

secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk 

menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.  

Gambar 4. 4 Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota Berdasarkan Sumbernya Provinsi Riau Tahun 
2023 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 jumlah keseluruhan 

anggaran kesehatan di 12 kabupaten/kota yang bersumber dari APBD 

Kabupaten/kota, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber lainnya yang berjumlah 

sebesar 2.837.103.806.016,- .  

Untuk sumber sumber anggaran kesehatan  terbesar  di  Kabupaten/ Kota  

berasal   dari   APBD   Kabupaten / Kota  sebesar  85,7%,   sumber   dari   DAK 

12,9% dan anggaran sumber lain 1,5%. Persentase alokasi anggaran kesehatan 

merupakan gambaran sejauh mana respon Pemerintah terhadap pembangunan 

khususnya bidang kesehatan di Kabupaten/Kota sehingga apa yang menjadi 

kebutuhan program dan pelayanan kesehatan didaerah tersebut dapat  

dituangkan dalam perencanaan dan penganggarannya pembangunan kesehatan 

didaerah tersebut. 
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Gambar 4. 5 Persentase Anggaran Kesehatan APBD Terhadap Total Anggaran Kabupaten/Kota 
Provinsi Riau Tahun 2023 

 

Dari gambaran grafik di atas, untuk persentase anggaran kesehatan 

bersumber APBD Kabupaten/Kota terhadap APBD Kabupaten/Kota, maka 

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai 

persentase terbesar (26,7%), diikuti oleh Kabupaten Siak sebesar 24,1% dan 

Kabupaten Pelalawan sebesar 16,6%. Sedangkan persentase total anggaran 

kesehatan terhadap total anggaran APBD nya terkecil yaitu Kota Pekanbaru 

sebesar 1,2% diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti  sebesar 4,7% dan Kabupaten 

Rokan Hulu sebesar 5,7%. 

Untuk persentase anggaran kesehatan bersumber APBD terhadap total 

APBD Kabuapten/kota Tahun 2023 ini sebesar 15%, besaran tahun ini meningkat 

dibandingkan besaran anggaran tahun-tahun sebelumnya.  Berikut ini gambaran 

persentase anggaran kesehatan bersumber APBD dalam  5 tahun terakhir.  

Gambar 4. 6 Persentase Anggaran Kesehatan Bersumber APBD Kabupaten/Kota tanpa DAK Provinsi 
Riau Tahun 2023 

 


